FERAYURAN DAFRAN KARUPATFN KT PAMTANG
NOMOR D) Tanun 2004

TENTANG

PLNVERTAAN MQDAL DATRAH PADA PIUAK KCTIGA

DLNGAN RAIMAT TUNAN YANG MALIA | SA
BUPATI KEPAMIANG

Nenimbang © a, bahwa dalam rangka melaksanakan
ketentuan pasal 41 ayat QF)Undang-undang
Nomor 1 Tahun 2004 tentan
Perbendaharaan negara Junctis Pasal 6
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang rengelolaan Barang
MiTTR  NegarasDaerah dan Pasal 81 ayat
(3) Peraturan menteri Dalam Negeri nomor
17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Barang  Milik Daerah,
Penyertaan Modal  Pemerintah  paerah
Kabupaten Kepahiang pada Pihak Ketiga
dratur dalam Peraturan Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Daerah
ttnttn'g‘ Penyertaan wmodal 0Daerah pada
Pihak Ketiga.

Mengingat . 1. Undang-undang drt Nomor 4 Tahun 1956
tentang  Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten-Kabupaten Dalam  (ingkungan
Daerah Provinsi Sumalera Selalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 nomor 56);

undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah
diubah dengan undang_undang Nomor 6
Tahun 1969 tentang Pornyataan  tidak
berlakunya berbagai undang-Undang dan
Peraturan Pemerintah Pengganti undang-
undang  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan
;gtf;ran Negara Republik Indonesia Nomor

3. Undang-uUndang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi gengkulu (Lembaran
Negara  Republik  Tndonesia  Tahun  19R7
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10.

11,

12.

Nomer 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2828);

undang-undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
kepubl ik indonesia Talwn 2003 Nomor A7,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

undang-undang Nomor 19 tahun 2003
tentang Badan Usaha Milik Negara
(Lembaran Negarn Republik  Indonesin
nomor /0, tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 4297);
undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Lebonq dan
Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik 1Indenesia
Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran
Negara RepubTik Tndonesia Nomor 4349);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
perbendaharaan Negara {(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nowmor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang—
undangan  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Eggggran Negara Republik Indonesia Nomor

undang-Undang nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerzh (Lenmbaran
Negara Republik 1Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambszhan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) ang
telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara PRepublik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomnr dR4d);

undang-uUndang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerinlain Pusal dan Pemerinlah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Nemor 443R):

undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4756):

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004
tentang Perubahan Atas Peraturan



Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4372):

13. pPeraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Leémbaran Negara -Republik  Indonesia
Tahun 2005 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

14, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesiaq
Tahun 2005 Nomor 20, -Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. peraturan pPemerintak Nomor 6 Tahun 2006
tentan Pengelolaan Barang Milik
Negara?naurah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
:ggggran Negara Republik Indonesﬁg Nomor

¥

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Pusat

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30
tentan? Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABURATEN KEPAHIANG
Dan

BUPATI KEPAHIANG
MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

DAERAH PADA PIHAK KETIGA

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1ea
Z,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang

Pememz tah DDaeralllh adalah  Bupati Kepahiang .dan
Perangkat aera Sebagai unsur Pe

Pemer?ntah Daerah 0 ' nyelenggaran
Bupati ada?at_ﬁupati ﬁfpahiang

Dewan Perwakilan Rakyat paerah an j
disingkat DPRD adalah Dewan Perwaki angﬂa£¥g€n :E?iﬁ

kabupaten Kepahiang
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5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten
Kepahiang vyang tugas dan fungsinya terkait dengan
Penyertaan Modal <

6. rihok wKetiga adalah isntansi atau Badan usaha atau
pPerseorangan yang berada diluar organisasi pemerintah
Daerah, antara lain Pemeirntah  Pusat, Pemerintah
Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, badan Usaha
Milik Daerah, Usaha Koperasi, swasta Nasinnal dan atau
Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.

/. Modal Daerah adalah kekayaan -Daerah {yang belum
dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang
dapat dinilai dengan uang seperti Tanah, bangunan,
Mesin-Mesin, Inventaris, surat-surat gcerharga,
Fasilitas dan hak kalinnya,

8. Penyertaan Modal ODaerah adalah setiap usaha dalam
menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama
dengan Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu.

9. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut dengan PT
adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan Kegiatan
usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam
saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tantang Persernan
Terbatas serta peraturan ﬁe1aksanaannya.

10. Perusahaan Daerah adalah perusahaan vyang modalnya
untuk seluruhnya atau sebagian berasal ‘dari kekayaan
daerah yang dipisahkan.

11. Anggaran ~Pendapatan dan Belanja Dpaerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Dpaerah adalah upaya meingkatkan
efisiensi, produktivitas dan efekrivitas pemanfaatan
modal daerah dengan membentuk usaha bersaia dan/alau
penyertaan modal dengan pihak ketiga.

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Pemerintah/Daerah/swasta bertujuan untuk
meningkatkan sumber Pendapatan As1i Dpaerall  (PAD),
pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Masyarakat dan
Penyerapan tenaga kerja.
untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud avatr (1),
Penyertaan Modal “Daerah pada Badan usaha  Milik
Negara/Daerah/swasta dilaksanakan berdasarkan
prinsip transparan dan akuntabel,

L)
[t
o

BAB III
BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH
Pasal 4

(1) Ppenyertaan Modal Daerah dapat dilakukan
uaaza Milik Negara/Daerah/Swasta. PAKR Beun

{2} Penyerlaan Modal Daerah sebayaimang dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa uang dan/atau Barano Mi1ik
Daerah yang dapat dinilai dengan uang. )
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Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4  ayar (1) dilaksanakan melalui  bentuk
kegiatan:

d. Pendirian Perseroan
b. Pembelian saham{hihah Saham, dan
C. Penempatan Modal pada Badan usaha Milik Daerah
(2) Ppenyertaan Mmodal Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan b, dapar dilakukan Jika

terdapat surplus anggaran dan/dtau bersumber pada
dana cadangan.

(3) setiap melakukan penyertaan modal daerah pada pihak
Ketiga ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Penyertaan Modal Daerah dalam  bentuk  uang,
dianggarkan dalam APBD.

Pasal &

(1) Sebelum melakukan kegiatan Penvertaan Modal pacrah

%';T'b{h dahulu  dilakukan Keglatan kaj)ian antara

ain

ad. Kemampuan Keuangan Daerah

D, Penelitan dan penitlaan lerlmda‘: tanalh dansatau
bangunan m11ik dan aset daerah yang dikuasasi
pemerintah daerah.

c. Penelirian/kafian  untuk knTayakan dan poment ian
nilay  barang dalam penyertaan moda dengan
memperhatikan prlnsip]prinsip produktivitas,
efektivitas dan efisienst.

<) Penelitian dan kajian sebasanana dimaksud ayat (L)
dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bsupati yang
teridiri dari unsur instansi yang membidangi
d.  PMendapatan paerah
b. Hukum
C. Perekonomian
d. Pertanahan _

Sap, onsur tenaga ahli/ konsultan.

(3) satuan kerja  yang membidangi pendapatan daerah
meélakukan perencanaan dan monitaring usaha-usaha
pen¥ertaan modal pada pihak ketiga  dalam rAngka
meningkatkan pendapatan daerah.

RAR TV
TATA CARA PENYERTAAN MOOAL
Pasal 7

Penyertaan sodal Daerah dalan beniuk Fenidiran Perseroan
terlebih  dahuly diadakan  kesepakatran bersama atau
pgr]anqiaﬂ antara Bupati dengan Pihak-Pihak yang ikut
sebagal pendiri per<eroan yang dituanqkan dalam nnra
kesepakatan bersama dan/ata Naskah Perjanjian Bersama,

Pasal 8
(1) Penyertaan Modal Daerah dajam bentuk pembelq
saham, terlebih dahulu harus dilakukan peni?aian dgﬂ

engkajian kelayakan oleh Tim Terhadap proposal v
E'isgmpa'i kan oleh pihak Ketiga. P precposa yang

g
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(3)

(4)
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(2)
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(1)
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(3)

(4)

Pembelian Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila pembelian saham benar dapat
meningkatkan pertumbuhan perekonomian Jaerah
dan/atau peningkatan pendapatan daerah.

Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati sebagaf hahan
pertimbangan. i )

Bupati dapat menunjuk pejabat bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Daerah dalam melaksanakan
pembelian saham ¥ang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.

Dalam hal Bupati menyetugui pembelian saham pada
Pihak ketiga terlebik dahulu dialokasikan gananya
dalam APBD,

Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah pada Badan usaha Milik
Daerah dapat dilakukan pada saat pembentukkannya dan
penanbahan modal usaha

Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Dacrah, Bupati
terlebih dahulu melakukan penelitian dan pengkajian
terhadap usu) pemhentikan dan penyertaan mndal pada
perusahaan daerah.

£ RAB V
HASIL USAHA
Pasal 10

8agian laba dari pelaksanaan penyertaan modal dacrah
Pada pihak Ketiga yang menjadi hak pemerintah daerah
disetorkan ke Pemerintah Daerah melalui kas Daerah
dan dimasukkan dalam AP8D sebagai penerimaan daerah.
Laba hak prihak Pemerintah Dpaerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1 menjadi penerimaan Daerah
pada tahun Anggaran berikutnya.

Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebj lanjut
diatur dengan Perturan Buati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Fasal 11

Bupati melakukan pembinaan tehknis dan pengendalian
terhadap pelaksanaan Penyertaan Maodal paerah

Dalam melakukan pembinaan Lehknis dan pengendalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) supati dibantu
oleh Tim Pembina dan Pgngenda%i.

Ketentuan lebih Janjut mengenai  pembinaan  dan
pengendalian = terhadap penyertaan vodal paerah
sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman
kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan
berlaku. , ;

Bupati menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan paerah
sebagai Ecngc?u]n penycrtaan medal Yang membantu
pemerintan Daerah.

——_— E——
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Pasal 12

\1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada Perseroan,
Bupati menunjuk pejabat yang akan duduk sebagai
Komisaris 1:&; berdasarkan jumlah saham yang
dimiliki oleh pemerintah Daerah ada hak untuk dudu
dalam Dpewan Komisaris sesuaj dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penunjukan pejabat sebagaimana” dimaksud ayat (1)
dilaksanakan setrelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Para pejabat yang ditunjuk -mewakili Pemerintah
Daerah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Bupati.

Fasal 13

Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan tehknis
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mlad herlakn

naria rangaal
diundangkan . ' 99

Agar setiap orang meéngetahuinya,
pengundangan Peraturan paerah 1inv den
dalam Lem

memerintahkan

Jeéngan  penempatannya
aran Daerah xabupaten Kepahiang,

Ditetapkan D1 kenahian
Pada Ta AT IR .5'3'.‘:!.

rada tanggal / /0. Wi R oee

Diundangkan di xeg&?iang

Ry




